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Reformasi Kultural Orde Baru

dalam PerspektifPostmodemisme

Arittto Nurcahyono

As a discourse of Postmodernism, deconstruction has a great importance to be
used as a tool of cultural reform In Indonesia. When The New Era was in power it
developed the "logocentrlsm culture" through the creation of "biner posttion" in the
structure of language, society, political-economy, and of course, culture. These
structures were implemented in ^e feudalism., totalitarianism, and oppresive man
ner of the New Era. The stigmatizatlon against some groups as a subversives,
dissident or anti-Pancaslla, had been very popular during Suharto's regime. Hope
fully, the deconstruction perspective, as a tool of reform will encourage changes in
Indonesia which meet requirements for globalization. Finally, it recommended that
the perspective of deconstruction encourage changes for Indonesia toward the new
paradigm and structure which, in turh, satisfy, the intemal and global needs.

Pendahuluan

Sampai detik-detikterakhirini gaung re
formasi seakan-akan tidak pemah ber-
henti bergema Mulaidari para tokoh

politik yang mengusulkan penghapusan
berbagai undang-undang dan berbagai per-
aturan politik, para wartawan yang menun-
tut pemulihan hak penerbitan dan kebe-
basan pers, para seniman yang menuntut
dihilangkannya pembatasan Izinpertuhjuk-
kan, sampai ibu rumah tangga yang me
nuntut penurunan harga kebutuhan pokok.

Dari berbagai suara reformasi total ter-
sebut, tuntutan yang pada umumnya dlke-
mukakan adalah membongkarstruktur-struk-
tur ekonomi, politik, hukum dan budaya wa-
risan rezim Orde Baru yang teiah keropos
dan terlalu feodalistis, mbnopolistis, kolutif,
nepotis, represif, sentralistis, dan eksklusif.
Semuanya hendak diganti dengan struktur
atau paradigma baru yang lebih sesuai de
ngan tuntutan intemal reformasi serta kon-
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disi ekstemal arus globalisasi.
Hampirsemua tuntutan yang dikemu-

kakan oleh berbagai golongan dan lapisan
masyarakat tersebut disadari atau tidak se-
betulnya merupakan satu cara bertindak ko-
lektifyang sama-sama dilandasi oleh satu
model berpikir atau strategi intelektual,
yang dalam wacana postmodemisme di-
sebut 'dekonstruksi', yakni semacam stra
tegi pembongkaran atau peleburan struktur.
Gerakan reformasi mahasiswa tak lain dari

gerakan dekonstmksl. Reformasi total yang
dikumandangkan sebetulnya adalah kata
lain dari dekontruksi total Orde Baru.

Tampaknya begitu banyak struktur ber-
negara dan berbangsa yang perlu didekon-
struksikan. Mulai dari struktur bemegara dan
berbangsa. Mulai dari struktur bahasa, po
litik, ekonomi. sampai pada 'struktur sim-
bolik".

Dalam karya tulis ini, penuiis mema-
parkan bagaimanakah gerakan reformasi
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yang sedang dan akan terjadi dl Indonesia
in! dapat dijelaskan secara substansial de-
ngan menggunakan penelaahan secara me-
nyeluruh dan tidak parsial. Untuk melihat
ha! In! maka penulis menggunakan pende-
katan wacana postmodernlsme khususnya
teorl dekonstruksl yang merupakan salah
satu wacana postmodernisme yang dike-
mukakan oleh Jacques Derida seorang fil-
suf postmodernlsme dari Perancis.
Wacana Kultur Rezim Orde Baru

1. Bidang Politik

Pada level politik formal, konstltusio-
nalisme dan Instituslonalisme menjadl dua
wacana dan praksis terpenting dl bawah
Orde Baru. Yang pertama ditujukankepada
proses-proses penclptaan format politik
yang berbeda dari pendahulunya (Demo-
krasl Parlementer dan DemokrasI Terpim-
pln). la adalah semacam proses katarsis
daripenyimpangan-penyimpangan dan ketl-
daknormalan politikmasa lalu. Konstltuslo-
nallsme lantas menjadl wacana utama da-
lam politikIndonesia dl bawah rezim Orde
Baru, yang dahnya dapat ditarik berbagal
sufchwacana dan sub-praksis politik. Misal-
nya saja, munculnya berbagal deflnisi ten-
tang oposisi, hak pillh, kritik politik, dan se-
terusnya dibuat dengan acuan konstitusio-
nal. Demikian pula kasus-kasus seperti ce-
gah tangkal, sensor-sensor pers, film, buku
dan sebagainya, juga ditarik dari wacana
utama tersebut. (Muhammad AS. Hikam,
1996:88).

Sementara itu instituslonalisme seba-

gai wacana dan praksis politik dlterapkan
untuk menertlbkan proses politik dan me-
ngurangi deviasi-deviasi dalam batang tu-
buh Indonesia. Dari wacana ini diciptakan
batasan-batasantentang apayang sah dan
yang tidak sah dan pengorganisasian ke-
pentingan-kepentingan politik, termasukdi-
gunakannya strategi korporatisme negara
bagi penyaluran-kepentingan-kepentingan
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strategi dalam masyarakat. Kegiatan-ke-
giatan politik yang dianggap di luar instltusi
yang sah akan dengan segera ditertibkan
seperti misalnya pemogokan, demonstrasi,
aksi protes dan sebagainya. Mereka diang
gap sebagai praksis-praksis politikyang me-
nyimpang dalam kerangka format politikOr
de Baru

Pada tataran ideologis, wacana irrstitu-
slonalisme ditujukan untuk menertibkan per-
bedaan-perbedaan ideologis dalam masya
rakat politik Indonesia yang di masa lampau
telah dianggap bertanggung jawab dalam
meruyaknya konflik-konflik politik yang pa
da gilirannya menyumbang bagi suasana
chaos dinegeri ini, Lewatpelembagaan ideo
logis ini, negara dl bawah rezim Orde Baru
semakin memperkuat dasar legitimasinya
vis-a-vis masyarakat dan karenanya juga
menjadl semakin mantap dalam mengiso-
lasi dan mengikis elemen-elemen ideologis
yang bertentangan dengan konsesus. Kate-
gori-kategoriseperti ekstrem kiri dan kanan
pun diciptakan dalam kerangka memenuhl
Imperatifstabilitas ini. Pengembangan pe
lembagaan ideologis melalui program-pro
gram pendidikan, regulasi, disseminasi
lewat media massa dan sebagainya. meru
pakan proses-proses untuk sosialisasi dan
intemalisasi

Dalam wacana dan praksis Instituslo
nalisme politikitu, negara pun memberikan
ruang politik yang luas bagi militer untuk
semakin berperan, suatu hal yang diperlu-
kan bagi stabilitas. Dengan menggunakan
doktrin dwi fungsi ABRI, misalnya, pema-
haman peran militer dalam proses soslal
dan politik mendapatkan wamanya yang
baru yang bertieda dengan pemahamarvpe-
mahaman dl Barat, maupun pemahaman
liberal yang pemah muncul di Indonesia
pada dekade limapuluhan. Militer ditetap-
kan menjadi bagian yang takterpisahkan da
lam wacana dan praksis politik khas Indo
nesia dan memiliki fungsi sebagai stabili-
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sator dan dinamisator.

Struktur sistem politik Orde Baru yang
diperkokoh dengan pemberian tempat is-
timewa kepada Angkatan Bersenjata Re-
publik Indonesia melalul dwi fungsi. Dengan
posisi ABRI yang istlmewa, dapat dijadikan
alat terciptanya stabilitas politik sebagai gar-
da depan yang memperkokoh status quo.
Bisa dikatakan bahwa pemerintahan yang
kuat dan sanggup melaksanakan program-
program pembangunan tanpa diusik oleh
sekian prosedur legislatif yang dipandang
cerewet. Dengan klaim yang sah akan ur-
gensi pembangunan ekonomi.

Menurut Mochtar Pabotinggi, stabilitas
politik pemerintahan Orde Baru tidaklah te-
gak di atas dasar yang kokoh. Pemerintah
Orde Baru tegak atas dominasi militer, mes-
kipundominasi demikian memang tidak ha-
rus militerisme. Dengan dominasi ini maka
ruang lingkup bangsa yang niscaya harus
bertumpu di atas dasar kewargaan yang
setara mengalami penyempitan yang jauh.
Kalangan militer mendudukiposisi sebagai
warga negara kelas satu dan kalangan sipil
sebagai warga negara kelas dua. Dengan
mengklaim diri sebagai pengawal setia dari
Pancaslla dan UUD 1945. Hal ini atas da
sar apa yang disebut sebagai ketidakbe-
cusan kaiangan poiitisi sipil di tahun 1950-
an, dan paroh pertama tahun 1960-an. me-
reka mengklaim sebagai berhak untukse-
terusnya memperoleh privelese-prlvelese
dalam bidang politik. (Mochtar Pabotinggi,
1997:66).

Secara garls besar dalani perspektif
struktural dalam sistem Orde Baru, menurut
Franz Magnis Suseno terdapat dua keku-
rangan, pertama, tidak adanya kontrol
efektifterhadap pemerintahan; kedua, defi-
sit kehidupan demokratis. (Franz Magnis
S, 1997: 14).

Mengenai ha! kontrol eksekutif: disini
tidak disangkal bahwa diatas kertas ada
pelbagai lembaga kontrol. Tetapi sulitdiban-
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tah bahwa kenyataan pemerintah Orde Baru
dapat memutuskan kebijakan-kebijakannya
dengan tidak perlu memperhatikan pan-
dangan dari luar dirinya sendiri. MPR, BPK,
DPR, pers dan pendapat.umum lain, ung-
kapan sikap masyarakat seperti unjuk

' rasa, semua itusedikitpun tidak bisa meng-
hambat kehendak pemerintah. Maka pe
merintah tidak berada di bawah kontrol se-
lain kontrol dirinya sendiri dan tidak dapat
djtuntut perlanggungjawabannya selain atas
hal dan dengan cara yang dikehendaki
sendiri.

Akibatnya, sejak permulaan tahun 70-
an sudah tampak gejala salah manage
ment, korupsi, kemudian nepotisme, kolusi,
dan pergeseran kriteria prestasi dengan
koneksi. Proyek-proyekpembangunan ter-
tentu tidak dapat disorot,^ apalagi dikritik.
Kepentingan umumsemaWn termakan oleh
kepentinganpribadi dan distingsi itusendiri

-semakin tidak jelas lagi. Pelanggaran-
pelanggaran pelbagai hak asasi manusia
tidak dapat diusut. Berkembanglah budaya
top down total berlaku. Dengan demikian
ketidaksamaan, kesenjangan sosial, inefi-
siensi dan ekonomi biaya tinggi sernakin
jadidan kebijakan-kebijakan yang tampak
irrasional, dalam arti tidak berani dibuka
terhadap sorotan para ahli, semakin teraku-
mulasi.

Yang kedua, yang perludibedakan dari
yang pertama" meskipun berkaiatan erat
dengannya (karena kontrol tanpa lembaga
demokratis tidak mungkin), adalah defisit
kedemokratisan kehidupan politik. Dengan
Golkar terjamin kemenangannyaserta dua
partal politk tidak mampu menentang ke-
bljakan pemerintah, dengan konsep "kebe-
basanyang bertanggung jawab" dalam pe-
nerapan kebebasan untuk menyatakari pen-
dapat, dan dengan banyak kebijakan lain,
sudah terjamin bahwa pemerintah memang
tidak dapatdiganggu gugatdalam pemba
ngunan. Kesimpulannya, demokrasi ditulis
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dengan huruf kecil. Maka masyarakat se-
bagian besar menjadi objek perencanaan
pembangunan, ia tidak sempat mengarti-
kulasikan aspirasi, harapan dan kritik. Ke-
nyataannya pembangunan Orde Barutidak
berhasi! menciptakan struktur-strukturyang
memungkirikan partisipasi nyata masyara
kat dalam penentuan arah pembangunan.

Maka dua kelemahan sfruktur manage-
men kekuasaan Orde Baru cukup jelas;
tidak adanya mekanisme kontrol efektif
menghasilakan penumpukan birokrasi,
korupsi, dan inefisiensi. Sedangkan mana-
gemen top down tidak membuka saluran
ekspresi aspirasi dan konflik yang hidup.
dalam masyarakat dan tidak memungkin-
kan perkembangan tanggung jawabsosial
yang nyata, situasi mana dengan sendiri-
nya mempertajam ketegangan antara go-
longan dan memusatkan pertiatian padawi-
layah yang tidak dikuasai pemerintah,
loyalitas-ioyalitas primordial.

2. Bidang Ekonomi

Dalam perspektif sistem dalam bidang
ekonomi Orde Baru, sasaran yang dituju-
kan adaiah pembangunan ekonomi sebagai
landasan kehidupan masyarakat yang
aman, makmur, adil, berdasarkan Panca-
sila. Namun.'kebijakan yang diambil untuk
mencapai sasaran itu, sama dengan semua
kebijakan manusia, sej'ak semula juga
mempunyai beberapa kelemahan struktural.
Kelemahan-kelemahan itu diabaikan, ba-

rangkali karena dianggap sebagai harga
yang harus dibayaruntuk mencapai tujuan
utama pembangunan tadi

Untuk menelusuri dengan lebih te'rinci
perjaianan kebijakan ekonomi Orde Baru,
ada lima kebijakan Orde Baru yang mema-
inkan peranan kunci. Semua lima kebijakan
itu bersifat ambivalen karena satu pihak
mempunyai suatu rasionalitas objektif, di
lain pihak suatu kelemahan moral.

Lima kebijakan ini secara garis besar
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yang dikemukakan oleh Franz Magnis Su-
seno adaiah sebagai berikut pertama, prag-
matisme daiam menentukan kebijakan
pembangunan; kedua pola pembangunan
top down; ketiga orlentasi pada pertum-
buhan; teempaf bersandar pada beberapa
pengusaha besar, terutama yang keturunan
CIna; kelima kepentingan pribadi para
keluarga pejabat semakin merajalela.
(Franz Mgnis Suseno, 1998:9).

Pertama, kebijakan dasar dasar peme-
rintahan Orde Baru memilih pendekatan
pragmatis dalampembangunan. Maka "So-
slalisme Indonesia" yang telah memporak-
porandakan perekonomlan di negara Indo
nesia dibuang dan Pasal 33 UUD 1945
diintepretasikan secara longgar. Pdkoknya,
Indonesia terangkat secepat mungkin dari
jurang kehancuran serta ditempatkan kem-
bali pada dasar ekonomi yang sehat.

Kedua. pada era'Orde Baru berpenda-
pat bahwa model pencarian konsesus de-
mokratis dinilal akan mempersulit pengam-
bllankeputusan-keputusan berani yang per-
lu, Orde Baru memilih pola pembangunan
top down. Dalamhal ini mereka jugameng-
ingat ketidakmampuan pemerintah-peme-
rintah masa demokrasi parlementer tahun
50-an untuk mengambil tidakan-tindakan
reformasi ekonomi.

Sebagai implikasi pendekatan topdown
Itu, perwujudan demokrasi di Indonesia ha
rus ditunda. Suatu harga yang tampak wa-
jar demi pengembalian kesehatan ekonomi
bangsa, namunmembawaakibatOrde Baru
tidak berhasil daiam pembangunan kehi
dupan politik.

Kebijakandasar ketiga Orde Baru ada
iah prioritas pertumbuhan terhadap peme-
rataan. Kebijakan itu berdasar argumen
bahwa "kue harus dibuat dulu, baru bisa
dibagi". Semboyanini sudah dibantah pada
permulaan tahun 70-an dengan argumen
bahwa kalau pembagian tidak dijangkarkan
di dalam pembuatan kue itu sendiri, kue
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itu Vdak pernah .akan dibagi.
Sebagai kerangka teoritis Orde Baru

memimilih teori Walt W. Rostbw dl mana
masyarakat berpendapatan rendah diha-
rapkan akan kebagian dalam pertumbuhan
lewat apa yang disebutnya trickle down
effect Pertumbuhan kuat juga sangat di-
perlukan sebagai landasan ketahanan na-
slonal. Hahya perekonomian yang kokoh
dapat menghasiikan dana yang diperlukan
oleh pemerintah untuk menjaiankan tugas-
tugasnya, termasuk menjamlritugas-tugas-
nya, termasuk menj'amin pemenuhan kebu-
tuhan pokok masyarakat.

Namun meskipun kemlskinan berhasil
sangat dikurangi, priorltaspada pertumbuh
an menjadi dasar masalah terbesar yang
dihadapl; kesenjangan antara tidak leblh
dari 30 persen masyarakat yang terlibat
daiarh spiral gerak pembangunan ke atas,
dan yang, 70 persen lag! yarig, meskipun
barangkali sudah tidak miskin, tetap hidup
pas-pasan dan menjadi penoriton "kema-

Juan pembangunari".
Tambahan pula, priorltas pada pertum

buhan mempunyai akibat bahwa dengan
sendlrlnya kepentingan orang kecil cende-
rung diremehkan bahkan dikorbankannya.
Segala macam penggusuran orang kecil
dari rumah dan tanah demj proyek-proyek
besar, banyak yang tidak produktif melain-
kan demi konsumsi golongan beruang, di-
benarkan dengan argumen bahwa penggu
suran semacam itu akhimyajuga akan me-
ningkatkan perekonomian golongan berpen
dapatan rendah.

Kebijakan keempat adalah pimpinan re-
zlm Orde Baru memilih pengusaha-peng-
usaha keturunan Cina sebagai pendukuing
utama pembangunan. Para pengusaha ke
turunan Cina ini memang terbukti mampu
rriengakumulasikan niodal dan mengem-
bangkan usaha. Dalam rangka pragmatis-
me pembangunan rfiasuk akal pemerintah
Orde Baru memanfaatkan naluri dan ke
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pentingan bisnis mereka untuk memotori
pembangunan. Namun kebijakan Ini mem
punyai konsekuensi negatif yang cukup be
sar. Yaitu turnbuhnya apa yang disebut "eko-
nomi koneksi". Dengan ekonomi koneksi
maka korupsi, sistem "ambil persen", "ka-
tabelece", sogok dan sebagainya muiai
merajalela. Dengan demikian.'produksi In
donesia menjadi semakin mahal dan sema-
kin tidak dapat bersaing di pasar global.

Akibatnegatif selanjutnya adalah ter-
bentuknya konglomerat-konglomerat yang
semakin raksasa. Pe'ndekatan "koneksi"-
cenderung mendahulukan mereka'yang di-
dahulukan lebih duiu dan karena itu men-

ciptakan konglomerasi kekuasaan ekonomi
yang semakin eksklusif. Padahal pereko
nomian berdasarkan konglomerasi itu seca-
ra ekdnomis tidak sehat, terutama karena
kurang transparan dan kurang inovatif; efi-
siensi tiap-tiap unit mudah merijadi kabur
dan reaksi konglomeratatasperubahan di
pasar biasnya lamban dan kaku.

Berpusatnya ekonomi pembangunan
pada beberapa konglomerat menjadikan
elite ekonomi yang berkoneksi dengan elit
kekuasaan politik dan beruntung dari per
tumbuhan ekonomi nasional bersifat eks

klusif dan tertutup: yang belum termasuk
tidak akan termasuk. Pada akhlmya kon-
sentrasl kekuasaan ekonomi secara men-

colok dalam tangan segelintir orang ketu
runan Cina dapat membuat situasi sosial
menjadi rawan, dan itu terbukti.

Kebijakan terakhlr dalam bidang eko
nomi oleh rezim Orde Baru adalah bahwa

semakin banyak proyek anggota keluarga
pejabat dilibatkan. Proyek-proyek besar dan
yang menjanjikan banyak keuntungan se
makin tidak akanjalari, kecuali seorang anak
pejabat duduk dalam pimpinan dan ikut
memilikinya. Oleh karena itu, para peng
usaha besar meminjam atau mengkooptasi
anak pejabatsebagai partner, lalu hadang-
an birokrasi dapat didobrak.
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Apa akibat samping negatif kebijakan
ini? Pertama, elite ekonomi semakin eks-
klusif lagi; jumlah mereka yang mempunyai
akses ke proyek-proyek besar semakin se-
dikit, kekuasaan ekonomi semakin terkon-
sentrasi dalam tangan beberapa "anak" pe-
jabat dan konglomeratyang berkoneksi de-
ngan mereka.

Kedua, efisiensi ekonomis semakin ti-
dak menjadi pertimbangan lagi dalam per-
wujudan proyek besar. Asa! ada anak peja-
bat tinggi terlibat, semua pertimbangan ke-
layakan ekonomi, peraturan dan birokrasi
akan dikesampingkan dan seperlunya juga
diberi proteksi. Akhimya akibat dari itu se
mua ekonomi Indonesia semakin mahal,
tidak efisien dan mengalami kekeroposan.

Pada akhirnya pamrih dan kesom-
bongan penguasa membuat seluruh sistem
pembangunan semakin lemah dalam
mewujudkan apa yang menjadi legitimasi-
nya; pen/vujudan dasar-dasar kehidupan se
luruh bangsa Indonesia yang sejahtera,
adil, dan sesuai dengan martabat mereka
sebagai manusia. Sebagai akibat kombi-
nasi pragmatlsme, peremehan terhadap
pertimbangan keadilan dan sikap tidak pe-
duli akan nasib orang kecil dan bangsa ter-
ancam bukan hanya kebangkrutan moral
juga kebangkrutan ekonomi.

3. Bidang Hukum

Menurut Donald K Emerson sistem po-
litik Indonesia dapat dijelaskan dalam pen-
dekatan budaya, bahwa sistem politik yang
tidak demokratis di Indonesia itu disebab-

kan oleh bekerjanya budaya patrimonial
atau paternaiistik yang melahirkan yang
melahirkan' politik yang bersifat "patron
alien". (Moh. Mahfud MD. 1998:4).

Dengan asumsi bahwa hukum meru-
pakan produk politik, maka dengan sen-
dirinya budaya hukum juga menjadi begitu
berorientasi ke atas atau berwatak elitis

dan orotodoks atau konservatif. Hukum-
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hukum di Indonesia tidaklah merupakan
hukum yang bersumber dari aspirasi ma-
syarakat bawah melainkan lahir dari ats
yang penegakkannya juga sangat bergan-
tung dari atas. (MohMahfud. MD. 1998:6).

Watak hukum yang konservatif menu-
rut Moh Mahfud MD ditandai oleh hal-hai

sebagai berikut: pertama, proses pembuat-
an yang konservatif ini selaiu berasal dari
atas, tidak menyerap aspirasi politik atau
kesadaran hukum masyarakat sebagai ba-
han materlalnya. Karena hukum yang lahir
tidak bersumber dari kenyataan dan kebu-
tuhan masyarakat yang dilayaninya sering-
kali hukum itu juga jauh dari masyarakat-
nya. Biasanya gagasan-gagasan pemben-
tukan hukum lahir dari kehendak politik pe-
merintah sedangkan wakil-wakil rakyat ting-
gal menyetujuinya sehingga DPR itu lebih
merupakan semac^ 'rubberstamp"atau
stempel karet. (MohMahfud MD, 19-98:6).

Kedua, jika dalam pembuatannya hu
kum itu selalu bersumber dari atas maka

islnyapun lebih merupakan pembenaran
terhadap apa yang telah atau akan dilaku-
kan oleh pemerintah. Di sini hukum bersi
fat "positivistik instrumentalistik" dalam arti
memuat isi yang member! justifikasi bagi
apa yang bagi apa yang teiah atau dilaku-
kan sebagai program negara. (MohMahfud
MD, 1998:6).

Ketiga, karena bersifat elitis maka hu
kum dijadikan alat kekuasaan atau kewe-
nangan yang sangat besar kepada peme
rintah Orde Baru untuk mengatur lebih Ian-
jut berbagai ketentuan-ketentuan UU de
ngan peraturan yang lebih rendah secara
hierarkis. Didalam ilmu hukum kewenang-
an yang demikian inidisebut atribusi kewe-
nangan dan delegasi kewenangan. Dengan
atribusi kewenangan ini pemegang kekua
saan kemuadian mengeluarkan berbagai
peraturan lanjutan yang biasanya lebih me
rupakan kehendak sepihak dari pemerintah
dan kerapkali menghilangkan atau menga-
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burkan makna substantif peraturan yang
mendasarinya. (Moh Mahfud MD, 1998:

7)-
Hukum yang berorientasi ke atas itu

telah pula membawa bangsa Indonesia pa-
da budaya penentuan sumber hukum ma
terial yang baru yaknl pernyataan pejabat.
Blasanya keiriginan, pernyataan, atau sikap
pejabat diperlakukan sebagai hukum atau
sesuatu yang Imperatif.
Postmodernisme

Pertanyaap, apa Itu postmodernisme,
membuahkan banyakjawaban. Bukan saja
karena banyak orang yang mengajukan ja-
waban yang berbeda-beda bahkan berten-
tangan. Ada sebab yang leblhpenting, yak
nl postmodernisme itu sendirl (seperti hal-
nya modernisme) memang bersifat jamak
dan majemuk. TIdak tunggal. Bahkan Ka-
mus The Modem-Day Dictionary of Recei
ved Ideas merumuskan "Postmodernisme"

adalah: "Kata initidak punya arti. Gunakan
saja sesering mungkin"

Salah satu rumusan umum dan seder-
hana menggambarkan postmodemisme se
bagai sebuah pemberontakanterhadap mo-
demitas global sesudah Perang DunIa 11
yang berpusat di Barat (khususnya Amerika
Serikat). (Ariel Heryanto. Kompas, 1994).
Dalam bidahg filsafat istilah postmodem
isme menunjukkan segala bentuk refleksi
kritis atas paradigma-paradigma modern.
(I. Bambang Sugiharto, 1996:28).

Modemitas paruh kedua abad iniditan-
dai oleh keyakinan fanatik pada sejarah
perkembangan sosial secara iinier, kebe-
naran llmiah yang dimutlakkan, dan reka-
yasa manusia bagi suatu tatanan dunia
yang diidealkan.

Berjayanyamodemitas yang berpusat
dan dikuasai Barat itu, memungkinkan le-
gitimasi proyek "modemitas" di berbagai
kawasan dunia. Hasilnya telah direkayasa
sebagai pembangunanyang berwatakser-
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ba menyeragamkan, materialistik, tekno-
kratik, dan rasionalistik. Sebagai lawannya
postmodemisme mempraktekkan budaya
tariding, dengan mengandaikan hal-halyang
terkandung dalam rahim.

Maka postmodemisme pertama-tama
ditandai oleh hilangnya keprcayaan pada
rhodemitas seperti kemajemukan, partisl-
pasi, keterbukaan, proses, plesetan, keti-
dakpastian proyek modernisasl.

Maka postmodemisme pertama-tama
ditandai oleh hilangnya kepercayaan pada
proyek modernisasl. Gugatan pertama dl-
ajukan kepada pentolan llmupengetahuan
terhadap kekayaan dimensi manusia dan
perkembangan masyarakat Sifat kepastian
dan universalitas dari ilmu pengetahuan
ataupun Ideologi modem itu dipertanyakan.
Sementara kultur non ilmu, seperti tradisi
lamayang banyakmengajari kearifan hidup
dibangkitkan kembali. (Denny, J.A., Kom
pas, 1994).

Terhadap kepastian modemitas, post
modemisme mengajukan berlakunya sifat
misteii dalam psikologi manusia maupun
pertumbuhan peradaban yang tidak dapat
dikontrol sepenuhnya oleh ilmu pengeta
huan, dan karenanya menjadi bahaya jika
ilmu mencoba mengontrolnya. DI tingkat
kosmologi, postmodemismemenunjukkan,
bahwa semesta tidaklah bersifat mekanik
dan determinlstik, tapi evolusionis yang
tidak dapat ditebak arahperkembangannya,
Terhadap arah universalitas ilmu dan
ideologi sosial, postmodemisme mengaju
kan reiativisme dan pluralisms

Dari sudut pandang filsafat, maka ka-
rakter yang khas dalam modernisme ada
lah, bahwa ia selalu berusaha mencari da-
sar segala pengetahuan (episteme,
Wiisenschaft) teantang "apa"nya (ta onta)
realitas. dengan cara kembali ke subjek
yang mengetahui itusendiri (dipahami se
cara psikologis maupuntransendental). Di
Sana diharapkan ditemukan kepastian men-
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dasar bagi pengetahuan kita tentang rea-
litas itu, realitas yang biasanya dibayang-
kan sebagai "realitas luar". Kepastian itu
per-sisnya terdapat daiam hukum logika.
Jadi, kalau saja kita bisa mengorganisasi*
kan gagasan-gagasan iogis tepat, maka
langsung pula didapatkan "representasi"
yang benar atau keserupaan "obyektif"de-
ngan kenyataan. Demikian "Fondasionalis-
me" dan "Representasionalisme" telah
menjadi sebutan bagi paham yang berkem-
bang sejak Descartes hingga filsafat Ana-
litikabad keduapuluh itu. Dalam perlstilah-
an Heidedger, karakteristik kemodernan
yang menonjol adalah adalah bahwa dunia
menjadi semacam gambara\au represen
tasi, sekaligus manusia menjadi diantara
lautan objek. Atau dalam peristilahan Mer-
leu-Ponty, manusia menjadi kosmotheoros,
alias penonton murni, dan pada saat yang
sama dunia menjadi le Grand Objet. (I.
Bambang Sugiharto, 1996:35).

Dalam modemisme, filsafat memang
berpusat pada Epitemologi,yang bersandar
pada gagasan tentang subjektivitas dan
objektivitas mumi, yang satu sma lain ter-
pisah tak saling terkait. Tugas pokok fil
safat adalah mencari fondasi segala pe
ngetahuan (Fondasionalisme), dan tugas
pokok subjek adalah mempresentasikan
kenyataan objektif (Representasionalisme).

Demikian maka klaim-klaim dari kaum

postmodemisme tentang "berakhirnya Mo
demisme" biasanya dimaksudkan untuk
menunjukkan berakhirnya anggapan mo
dem tentang "subjek" dan "dunia objektif"
tadi, dunia yang seolah sepenuhnya mandiri
menanti subjek yang akan membuat repre
sentasi mental tentang nya saja. Lalu post
modemisme dimengerti sebagai upaya-
upaya mengungkapkan segala konsekuensi.
dari berakhirnya modemisme itu berserta
metafisika tentang fondasionalisme dan re-
presentasionalismenya

Secara lebih positif-postmodernisme,
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menurut Jo Verhar dapat dijelaskan seba
gai berikut. Pertama, pengetahuan dilihat
sebagai keseluruhan dari apa yang kita
ketahui (juga dan khususnya, secara spe-
cialistis) sebagai sesuatu yang pragmatis.
Artinya, bila pengetahuan menolong kita
untuk mencapai tujuan kita hal itu sudah
cukup. Segala bentuk pengetahuan meno
long tertanam dalam "paradigma" tertentu
yang tidak dapat dibuktikan merupakan
paradigma mutlak, dan yang akan diganti
di kemudian hari oleh paradigma yang lain
lagi (Jo Verhar, Basis, 1997: 74).

Kedua, identitas manusia dapat
dilambangkan dengan banyak cara. Ada
yang "pramodem", misalnya "jiwa" sebagai
"forma" tubuh atau bahkan dua forma atau

lebih untuk makhluk yang sama. Identitas
manusia selamanya harus ditentukan wu-
judnya lagi menurut budaya, menurut tra-
disi, menurut perlawanan terhadap tradisi
atau budaya, menurut riwayat hidup tlap-
tiap orang, dan demikian seterusnya (Jo
Verhar, Basis: 1997:74-75).

Ketiga, interiohtas manusia dapat di-
pahami sebagai pemusatan pengaruh ke-
aktifan dan keemoslalan dalam satu "pu-
sat" yang dianggap tidak selalu harus atau
bahkan dapat menjadi kentara secara lahi-
riah.Menurut kaumpostmodemisrrie, intuisi
sebagai pengetahuan tidak luput dari dari
dualisme. Pengetahuan kita tertanam da
lam bahasa. Bahkari, pikiran tidak lainada
lah bahasa yang merumuskannya-. Asas
postmodern tidak ada apa-apa di luar ba
hasa. Bahasa juga tidak dapat dianggap
"mencerminkan" realitas-fJo Verhar, Basis.
1997:1997:75).

Keempat, pencarian kepastian lahir dari
keinginan untuk mengatasi skeptisisme.
Keinginan tersebut berasal dari rasa cemas.
Dalam kerangka postmodern, skpetisisme
tidak menjadi soal., karena manusia adalah
makhluk kecil, makhluk yang terbatas.
Dan skeptisisme dapat membuka jalan un-
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tuktakterduga. Kepastlan menutup semua
pintu. (Jo Verhar, Basis, 1997: 75).

Postmodernisme beranggapan bahwa
logika berasal dari bahasa biasa, tak ada
proses rasional universal, atau bahasa uni
versal. Karena itulah postmodernisme se-
ring dipandang sebagal "relativis". Karena
secara postmodernisme "kebenaran" ada-
lah sifat dari pernyataan, dan pernyataan
terlaksana dalam bahasa, dan bahasa itu
adalah "kontingen" seperti manusia Itu sen-
diri.

Postmodernisme juga ditandai apa
yang disebut dengan de-diferensiasl.. Ar-
tlnya adalah sebuah perlode di mana ba-
tas-batas tadi semakin samar. Segala ben-
tuk dikotomi menjadi sangat problematik
karena semua serba tercampur. Berbeda
dengan, modernlsmeyang ditandaidengan
"diferensiasi" atau pemaknaan yang bersi-
fat dikotomls. Diferensiasi bisa dllihat dill-
hat melalul jelasnya batas-batas antar
bangsa, antaragama, antarras, antarsuku,
dan antar golongan. in! bisa menjelaskan
mengapa sejumlah plhak membuat tembok
pembatas antara dirinyadengan orang lain.
Dikotomisosiallsme-kapltailsme, Timur-Ba-
rat, negara maju-negara berkembang, kulit
putih - kulltberwama adalah contoh-contoh
yang bisa memberikan iegltimasi terhadap
Ide diferensiasi

Dekonstruksi Jacques Derrida
Sebagai Wacana Postmodernisme.

Ketika pemblcaraan tentang postmo
dernisme maka, tidak akan terlepas pada
saiah tokoh utama kaum postmodernisme
yakni Jacques Derida. Pangkai keprlhatlnan
Derida pada fllsafat modernlsme adalah
konsep universalisme. Bagi Derida pada
konsep universalisme pada akhlrnya akan
men-"dlam"-kan otherness dan perbedaan.
Universalisme sendiri berbasis pada fllsafat
dan metafislka Barat. Para fllsuf Barat,
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dari Plato sampai Rousseau, dari Descar
tes sampal Husserl masih dikungkung oleh
tradisi berpikir "logosentrisme".

Cirl yang menonjol dari tradisi logosen-
trisme inl adalah adanya kecenderungan
berpikir oposisi biner yang berslfat hierarkis
(esensl/ekslstensi, substansi/aksidensi, ]l-
wa/badan, makna/bentuk, transenden/em-
pirls, posltlf/negatif, bahasa llsan/bahasa
tulisan dan seterusnya) dengan anggapan
bahwa yang pertama adalah pusat, asal
muasai, fondasi, prinsip, dan ada secara
niscaya; sedang yang kedua hanya seba
gai derivasi, manlfestasi, pingglr, dan se-
kunder dalam kaltannya dengan yang per
tama. Sejarah filsafat Barat, kata Derika
adalah sejarah "pergantlan dari satu pusat
ke pusat lain, meski dengan nama dan
bentukyang berbeda-beda. Adanya pemu-
satan inllah yang mendorong fllsafat Barat
cenderung totallter sehingga yang bukan
pusat, yang partikularyang lain, yang ber
beda harus disubordinasikan ke dalam-

nya.(Ahmad Sahal, Kalam. 1994:19).
Mencermati hal Itu Derida lantas mela-

kukan strategl dekonstruksi. La deconstruc-
tlon pertama kali dibakukan oleh Derida
dalam bukunya De La Grammatologie
(1967). Istllah dekonstruksi yang dipakai
Derida adalah pinjaman dari Heldedger, ha
nya saja Derida membubulnya dengan be-
berapa resep linguistik dan metode gra-
matologi ciptaannya. la menerapkan
metode inl dalam metafislka Barat klasik,
dimulul dari Plato dan berakhir di tangan
Heldedger. Derida mengklaim kerelativl-
tasan metaflsika. walau hampir semua
fllsuf pra Heldedger mengagungkan pem-
bahasan tersebut. Dekontruksi menurut
Derida adalah sebagai altematif untuk me-
nolak segala keterbatasan penafsiran atau-
pun bentuk kesimpulan yang baku. (Luthfy
Assyaukanie, 1994:25).

Perlu ditegaskan bahwa dekonstruksi
tidak tepat jika diartlkan secara haraflah
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sebagai "membongkar" apalagi "menghan-
curkan" sehingga yang tersisa tinggal mo-
nlsme atau bahkan kekosongan. Dekon-
struksi juga bukan metode tafsir yang di-
lengkapi dengan piranti-piranti konseptual
yang serba argumentatif dan koheren. Bah
kan justm dekonstruksi, anti argumentatif,
dan anti koherensi, kalau yang dimaksud
dengan meode, argumentasi dan koherensi
adalah sesuatu yang berbau ilmiah dan
positivistik. Dekonstruksi, pertama sekali,
adalah usaha membalik secara terus me-

nerus hierarki oposisi biner tersebut dengan
mempertaruhkan bahasa sebagai medan-
nya Dengan demikian, yang semula pusat,
fondasi, prinsipdipelesetkan sehingga ber-
ada di pinggir, tidak lagi fondasi, dan tidak
lag! prinsip. Strategi pembalikan inidijalan-
kan dalam kesementaraan dan ketidaksta-

bilan yang permanen sehingga bisa dilan-
jutkan hampir tanpa batas. (Ahmad Sahal,
Kalam, 1994:19-20).

Strategi dekonstruksi dijalankan de
ngan asumsi bahwa filsafat Barat bisa
mempertahankan ide tentang pusat sebagai
kehadiran mumi hanya dengan cara mene-
kan efek-efek metaforis dan figuratif yang
menjadi karakter bahasa. (Christopher
Norris, 1982:18).

Karena terpanggil untuk sarnpai pada
kebenaran absolut, filsafat iantas menung-
galkan pengertian bahasa yang dipakainya
dengan menyusun konsep dan teori yang
kokoh secara argumentatif. Filsafat perca-
ya bahwa konsep dan teori mampu mem-
presentasikan kebenaran seperti apa ada-
nya. Oleh karena itu, praksis dan etika ke-
hidupan publik manapun harus mendasar-
kan dirinya diatas konsep filosofis yang
kuat klaim kesahihannya.

Dekonstruksi justru memberontakter-
hadap penunggalan ini. Dekonstruksi hen-
dak memunculkan kembaii dimens-dimensi

metaforis dan figuratif dari bahasa dan
membiarkan bahasa dalam karakternya
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semula, yaitu yang bersifat polisemi, am-
bigudan serba paradoks dalam dirinyasen-
dlri. Dengan mengurai kembaii ambiguitas
bahasa, maka filsafat tidak lag! punya
alasan untuk berkorespondensi dengan
kebenaran. Sebab, bahasa sebagai sarana
pengungkapan bersifat subversif terhadap
dirinya sendiri. Bahasa tidak pernah bisa
dipercaya. Filsafat, dengan demikian, ha
rus segera menyadari bahwa otoritasnya
sampai pada kebenaran bisa dengan mu-
dah dijungkirbalikkan oleh bahasa. Dalam
kaitannya, dengan ini, Derlda sendiri per
nah bllang bahwa "sejarah filsafat Barat
tidak lebih dari sejarah metafor dan me-
tonlrrn".(Ahmad Sahal, Kalam, 1994:20).

Implikasidari dekonstruksi filsafat ada
lah lumemya batas-batas yang selama ini
dipertahankan secara keras antara konsep
dengan metafor, antara kebenaran dengan
fiksi, antara filsafat dengan puisi, antara
keseriuasan dengan permainan. Pembeda-
an seperti ini.tak ragu lagi, adalah berpikir
logosentris. Dengan membaca secara de-
konstruktif kita bisa mengatakan bahwa
bagian pertama dari masing-masing pa-
sangan tersebut menempati posisi pusat
dan pertama karena bagian lainnya diping-
girkan, dikeluarkan dan disnggap sebagai
"yang lain" Namun sang pusat mendapat-
kan kepenuhan identitasjustru dengan cara
membedakan dirinya dengan, dan menge-
luarkan diri dari "yang bukan pusat", dari
"yang bukan di dalam". Pusat dengan
demikian sepenuh-penuhnya membutuhkan
"yang lain", yang berada di pinggir yang
berada "di luar"sebenarnya Guga) "sangat
dl pusat", "sangat di dalam".

Karena "yang dipinggir" dan "yang dl
tuar" sebenarnya sangat di pusat dan di
dalam, maka tidak berlebihah kalau kita
mengatakan bahwa konsep adalah metafor
Guga), kebenaran temyata tidak kurang fik-
sinya, filsafat adalah sejenis puisi, dan ke-
seriusan tidak lain adalah permainan. Se-
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muanya berada dalam medan yang sama,
yakni bahasa, dengan makna yang selalu
ditunda, yang ambigiu, paradoks, dan se
lalu berada dalam diseminasi. Dengan kata
lain, bahasa O'uga realitas, karena realltas
tidak mungkin hadir tanpa bahasa) meru-
pakan "teks", "tulisan", dengan kemaje-
mukan pengertlan yang tidak mungkin diru-
jukkan kepada suatu asai-usul yang tunggal
dan baku.

Dekonstruksi mencoba untuk meletak-

kan kembali strukturaiitas struktur yang ada
di dalam fiulditasnya semula, yakni daiam
lanskap permainan di mana pusatdan ba-
tas-batas belum lagi mengeras. Dengan
begitu, pluralitas dan heteregonitas kehi-
dupan kembali terhampar.

Dekonstruksi Kultural

Rezim Orde Baru.

Dekonstruksi sebagai strategi Intelek-
tual daiam menghancurkan, meruntuhkan,
membongkar, menguak, atau meleburkan
setiap jenis struktur (bahasa, ideologi, eko-
nomi, politik, hukum, dan kebudayaan),
yang selama ini (dipaksa untuk) dlterima
sebagai satu "kebenaran", sehingga tidak
menyisakan ruang bagi pertanyaan, gu-
gatan atau kritikan. Struktur yang telah di-
dekontruksikan tersebut kemudlan direkon-

struksikan kembali, untuk menghasllkan
struktur (-struktur) baru yang lebih segar,
lebih demokratis, lebih terbuka. Inilah se-
betulnya haklkat reformasi struktural.

Kekebalan struktur (bahasa, Ideologi,
ekonomi, politik, hukum dan kebudayaan)
Orde Baru pada era reformasi diserang,
dipertanyakan atau dikritik, pada dasamya
disebabkan oieh beroperasinya semacam
prinsip yang oleh Jecques Derida disebut
"logosentrisme" pemikiran di dalam struk-
tur-struktur tersebut, yakni klaim akan
"kebenaran yang pasti benar" yang melan-
dasi pikiran, bahasa, dan tindaten-tindakan.
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Logosentrisme, dalam bahasa William
Liddle disebutkan bahwa Rezim Orde Baru

ditentukan lewat sebuah Ideologi yang
disebut dengan 'populisme birokrasi' de
ngan 'hierarki dan pertahanan' adalah °se-
suatu yang dilegitimasikan sebagai sema
cam sabda agung atau kerakyatan yang
diplmpin oleh hikmah..." in!adalah harmoni
Ideologi dan kebijakan yang tegas mene-
kankan sebuah kesatuan organik atau Ne-
gara Korporatis Organik di mana segenap
sudut masyarakat secara fungsional diatur
untuk menudukung pembangunan ekonomi.
Walhasil, dalam membangun simbol Ne-
gara masyarakat diintegrasikan ke dalam
organisasi negara yang dicetuskan sebagai
persatuan naslonal. (Michael van Langen-
berg, 1996:225).

Dengan karakter yang logosentrisme,
maka kontrol negara laiu mengambll peran
melalul Interaksl antara sistem negara dan
masyarakat madani, yang mana pasang-
surutnya ditentukan oleh derajat kesepakat-
an hegemonik. Elite dan massa membutuh-
kan semacam pengertlan bersama menge-
nai model dan citra negara manakala struk
tur hegemoni tengah beropersl. Struktur do-
minasi dipahami secara persis kecuali jika
ketotalan 'integralistik' dari negara yakni
negara sebagai 'ide' (ideologi) dan 'instru-
men' (sistem /kebijakan) berlnteraksl de
ngan struktur dan proses kekuasaan, legi-
timasi dan akumulasi. Sedangkan ciri yang
sentralistik dengan menolak secara total
"yang lain" dari sistem Orde Baru adalah
bersifat Oligarki. Pada dasamya negara ber
ada di bawah perintah sebuah oligarki dise-
kellling Presiden Soeharto. Dan IntI dari
jaringan oligarki kepemlmpinan Itu ada di
tangan lembaga kepresidenan, yang terkait
dengan seluruh lembaga kunci menangani
kontrol dan manajemen negara: kebijakan,
mobilisasi dan keamanan. •

Kecenderungan 'logosentrisme' di da
lam pemikiran Orde Baru juga ditandai de-
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ngan beroperasinya semacam prinsip opo-
sisi biner sebuah struktur bahasa, sosial,
politikekonomi dan budaya, yang dibangun
oleh pasangan-pasangan konsep yang sa-
ling berseberangan, yang hubungannya di-
anggap sebagai satu harga mat! yang tidak
tidak dapatdisentuh (untouchable).

Struktur politik Orde Baru pada hakl-
katnya dibangun oleh pasangan-pasangan
konsep oppsisi biner inl, yang digunakan
sebagai alat untuk mempertahankan sta
tus quo kekuasaan. Pasangan-pasangan
konsep seperti pancasilias/antipancasila,
komponen bangsa/perusuh, konstitusional/
inkonstituslonal, pahlawan/pembangkang,
progresif/subversif, pemersatu bangsa/pe-
mecah belah bangsa, aparat pemerintah/
oknum tidak bertanggung jawab, adalah pa
sangan-pasangan konsep yang digunakan
di dalam struktur politik (atau depolitisasi)
Orde Baru.

DI dalam peta oposisi biner tersebut
di atas, pasangan-pasangan konsep terse
but dikonstruksikan sedemikian rupa, se-
hingga konsep-konsep yang pertama se-
olah-olah merupakan hak Istimewa (phvi-
lage) pihak penguasa, sedangkan konsep-
konsep kedua merupakan milikpihak-pihak
yang menentang kekuasaan. Pihak-pihak
yang berseberangan dengan penguasa di-
generallsir sebagai: antiparicasila, antipem-
bangunan, inkonstituslonal, oknum tidak
bertanggung jawab, dan sebagalnya.

Di sini sistem politik Orde Baru men-
ciptakan seperangkat "kontruksl semu rea-
litas sosial" dengan memanipulasi makna
dan realitas yang diterima oleh masyarakat
sebagai satu "kebenaran", sesungguhnya
tidak lebih dari sebuah 'distorsi realitas'.

Dominasi sebuah kekuasaan sentralis-

tik pada Rezim Orde Baru atas masyarakat,
mengandaikan adanya sebuah struktur hie-
rarkis penafslran, yang menempatkan lem-
baga kepresidenan yang dominan Itu pada
posisi "pusat" dan menempatkan "yang
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lain" (the other) pada posisi "pinggir" (pen-
pheri). Struktur hierarkis ini tidak hanya
mengeksklusi "yang lain" dalam hal ini ma
syarakat, namun juga menundukkan, men-
subordlnaslkan dan merepresinya. Maka
diperlukan suatu strategi untuk pembalik-
kan struktur hierarkis penafslran itu, guna
melakukan delegitimasi atas klaim "pusat",
"origin", dan "primer" dari diskursus mau-
pun praksis yang dominan. Strategi iniada
lah dekonstruksl.

Dekontruksi kulturalterhadap rezIm Or
de Baru adalah nama yang digunakan un
tuk sebuah tindakan kritisyang melaluinya
berbagai bentuk oposisi biner di dalam ber-
bagal wacana budaya politik, ekonomi, hu-
kum, komunikasi, secara parsial maupun
total dibongkar atau dileburkan untuk se
buah kebudayaan yang telah keropos, bagi
terclptanya wilayah baru regenerasi budaya.

Dekonstruksl kultural dimaksudkan un

tuk rpeleburkan hierarki makna yang di-
hasilkan oleh struktur-struktur kultural waris-

an Orde Baru yang feodallstis, mono-polis-
tis atau represif. Karenanya, setelah pele-
buran tersebut, tidak ada lag! klaim bah-
wa satu kelompok lebih pancasilais diban-
dingkan kelompok lainnya, sebuah kelom
pok lebih berjiwa pembangunan dibanding-
kan kelompok lainnya. Sebab klaim de-
miklan Itu tidak labih dari intrepretasi sepi-
hakbe\aka.(Yasraf AP. Kompas, 1998).

Peleburan struktur hierarkis penafslran,
maka dekonstruksl menempatkan, negara
dan masyarakat, pemimpin dan yang dlpim-
pin dalam posisi yang sejajar, co-existensl.
Dominasi yang dileburkan atau ditundukkan
dapat meruntuhkan peran legitimasi dan
justifikasi relasi-relasi kuasa represif yang
ditopang oleh penafslran tunggal. Karena
relasi kuasa tidak dapat bertahan tanpa
adanya wilayah "yang lain" yang meno-
pangnya, maka relasi-relasi kuasa yang
represif itu akan dapat ditransformasikan
menjadi relasi-relasi kuasa dalam bentuk-
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nya yang positif.
Padatitik ini, dekonstruksi dapat dipa-

hami sebagai "an openess towards the
other", "keterbukaan kepada yang lain"..
Pernyataan ini tidak hanya rtiencirikan ka-
rakteryang paling penting dari dekonstruksi
sebagai sebuah strategl, namun bisa digu-
nakan sebagai arahan untuk membangun
suatu sikap, ethos, dan pandangan dunia
postmodern yang egaliter, dengan mene-
kankan prinsip ko-eksistensi antar beragam
entitas-entitas, balk politik, ekonomi, hu-
kum dan sebagainya, yang menjadi unsur
pembentuk dunia di mana kita hidup Ini.
(Rudy Harisyah Alam, 1994:34).

Indonesia Menuju Paradigma Baru

Dengan menyadari sepenuhnya bahwa
sejarah bangsa Indonesia mempunyai keu-
nikan-keunikannya sendlri, beberapa agen
da kebudayaan dapat diutarakan secara
garis besar, agar bangsa Indonesia dapat
tumbuh menjadi semakin kuat dan sekali-
gus semakin bersatu.

Di bidang politik, agenda kebudayaan
yang perlu dilancarkan iaiah mengusahakan
agar pada Bangsa Indonesia tumbuh ma-
syarakat kewarga'an (civil society) yang
kuat. Yang dimaksud di sini adalah suatu
masyarakat dimana kelompok-kelo'mpok
sosial politik di daiamnya benar-benar sa-
ling memandang sebagai saudara sebang-
sa. Ini adalah agenda tertlnggi dan tersulit
yang harus dilaksanakan. la menjadi agen
da tertlnggi tertlnggi sebab tanpa itu kebi-
jakan apapun yang disusun dan disepakati
di atas kertas akan selalu digerogoti oleh
fragmentasi akut di dalam tubuh masyara
kat bangsa kita yang tidak kohesif. la men
jadi agenda tersulit sebab pada'kenyataan-
nya bangsa Indonesia lahir dari warisan
kolonial di mana berbagai komunitas senga-
ja dipecah-pecah secara politis patologis.
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(Mochtar Pabottinggi, 1997:67-68).
Agenda politikIni menghendaki berlaku-

nya praktek-praktek sosial yang inklusivis-
tik, di mana tidak ada kelompok masyara
kat yang hendak m'emaksakan kebenaran
dan atau mempertahankan superlorltiasnya
sendiri atas kelompok lainnya. Dalam hal
ini kta tidak perlu menanti berlakunya sistem
nilai inklusivistik. Yang harus dilahcarkan ada
lah suatu usahayang lebih modest6an icfe-
mental di mana satu dua orang secara bera-
ni memulai praktek-praktek sosial demikian.

Salah satu kesalahan besar yang sela-
ma ini'dilakukan dalam usaha membina

kebudayaan iaIah menglmpikan terjadinya
transformasi kultural yang mengandaikan
keserempakan. Ini sama saja dengan me-
mimplkan kemustahilan. Pada impian itu
dilupakan bahwa sistem nilai bermula dari
praktek satu dua orang yang berangsur-
angsur menjalarpada kelorripok dan komu
nitas.. Nilai-nilai yang luhur dan dinamis
•tidak pemah langsung tumbuh dari orang
banyak, melainkan selalu dari individu-indi-
vidu yang berani dan memiliki visi. Bangsa
Indonesia sangat memerlukan individu-indi-
vldu demikian dan Bangsa Indonesia harus
optimis bahwa indivldu-lndividu demikain
selalu.ada di tengah-tengah masyarakat.

; Dalam perspektif moral, Indonesia kini
dan yang akan datang diperlukan adanya
pembaharuan moral. Pembaharuan moral
seluruh .kehidupan. masyarakat hanya
mempunyai peluang apabila didukung oleh
semua kekuatan moral dalam masyarakat.
Yang diperltikan tidak kurang dari sebuah
koalisi ketekadan moral yang bersatu da
lamtekad untuktidak membiarkan lagi ko-
rupsi moral publik merajalela; untuk men-
dukungterwujudnyakehidupan berbangsa
dan bemegara'yang tidak lagi meremehkan
ketidakadilan, yang tidak memalukan lagi.

Koalisi itu mestinya mencakup tokoh-
tokoh dari semua agama, kaum intelektual, •
sipil, militer, para poHtisi, masyarakat. Se-
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mua yang muak dengan korupsi moral se-
karang, semuayang berhasratmembangun
kehidupan bersama yang adil, sejahtera,
beradab, dan non-diskriminatif, dl manase-
mua golpngansama-sama dapat hidupse-
bagai manusiadan warga negara yang be-
bas dan sejahtera sesual dengan cita-clta
kemanusiaan mereka.

Penutup

Perjaianan sejarah Bangsa Indonesia
telah memberikan pelajaran bag! kita se-
mua atas kesalahan-kesalahan masa lalu
terutama pada Rezim Orde Baruyang mo-
nopolistis, kolutif, nepotis represif seritralis-
tis dan eksklusif. Tekad dan semangat re
formasi merupakan wahana untuk meng-
koreksi kesalahan-kesalahanyang telah.di-
lakukan. Wacana reformasi dalamperspek-
tifdekonstruksi mengandalkan perubahan
menuju strukturatau paradigmabaru yang
lebih sesuai dengan tuntutan internal refor
masi serta kondisi ekstemal arus globali-
sasi.

Ini berarti, bangsa Indoensia harus de
ngan segala komponennya menyatukan se
gala kekuatan bangsa tanpa menafikkan
keberagaman yang ada. Dengan demikian
perubahan yang harus dilakukan atau wa
cana dekontrukslfdak saja berdimensi stmk-
tural melalnkanyang lebihpentinglagiada-
lah dimensi moral sebagai landasan lang-
kah menuju Indonesiayang modem dan de-
mokratis. • • •
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